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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 726 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH AL - KHAIRIYAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS!I JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

>

in.

5.

babwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalul organisan
berbadan huloum untuk menyelenggarakan madrasah sesual denigan
siandar nasional pendidikan;

balws Madrasah scbagaimana tercantum dalam keputusan ini telal
memenuhl  persyaratan  admindstratif,  teknise  dan keloyalan
sebagaimana mestinya sesual dengan hasil visitasi dan verifilkasi Tin
Penilad, Surmt Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi Nomor 1578/Kk. 10.16/11/FPP.OL. 1/ D4 2018 tanggal
18 April 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidilean
Madrasah Nomor 0057 /ND/IPM/2018 wngeal 30 Mel 2018 sehinggn
lnyak diberikan izin operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud dalom hural
a dan huraf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinal Jawa Barat tentong Pemberiaon  lzin
Operasional Madrasah Aliyah Al - Khairiyah Kabupaten Bekan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor TH,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45R6);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
MNoemor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namaor 4B64);












